PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SIDOAR]JO

PERATUR#N DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJIC

NOMOR 35 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA PEMONDOKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJIOC
: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJIO
C;* Menimbang : a. Bahwa ssbagai tindak lanjut Peraturan Dasrah
. Propinsi Dasrah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun
1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan
Pemerintah Propinsi Dasrah Tingkat I Jawa Timur
Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Pakaerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan
Tenaga HKerja Kepada Pemerintah Kabupaten Daesrah
Tingkat II Sidoarjo, maka telah dibentuk Dinas
Pariwisata Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo ;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Dasrah
vang nyata dan bertanggung Jawab, maka perlu
mengatur Usaha Pemondokan di Kabupaten Dasrah
Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan—

(j\ ketentuannya dalam suatu Peraturan Dasrah.

= Mengingat : 1. Undang—undang Nomor 12 Tahun 195¢C tentang
Pembentukan Plasrah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jjuncto Undang—undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabaya dengan Kabupaten
Dasrah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang—undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Dasrah ;

Z. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokKok -~
Pokok Pemerintah di Dasrah;

4. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang
Pemerintahan Desa ;

5. Undang—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ;

6. Undang—undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-—
Pokok Pengslolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang—undang Nomor 24 Tahun 1921 tentang Psnataan
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang—undang Hukum Acara
Pidana ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi VYertikal di Dasrah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyslenggaraan Otonomi Dasrah dengan Titik Berat

uran Pemerintah Nomor 8 Tahun 19925 tentang
yerahan sebagaian Urusan Pemer h
ua puluh esnam) Daesrah Tingkat I & o 5
san Presiden HNomor 52 Tahun 1257 tentang
Pendattaran Penduduk ;
Peraturan Menteri Dalam N
tentang Pelaksanaan Penda
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Pelaksanaan Administr
dan Kelurahan ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 19223
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daesrah Perubahan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
1995 tentang Pelaksanaan Proyesk Percontochan
tonomi Daarah pada Dasirah Tingkat II ;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 1 Tahun @ 1995 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata,
Pertambangan dan Tenaga Kerja Kepada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
Peraturan Dasrah Kabupaten Dasirah Tingkat II
Sidoarjoc Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dasrah Tingkat II Sidoarjo
Peraturan Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat Il
Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
Peraturan Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Sidoarjo MNomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daesrah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Dasrah
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MEMUTUSKAN

Menstapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJIC
TENTANG USAHA PEMGADOKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOAR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

dengan :

a. Daerahn, adalah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Sidoarjo ;

b. Pemerintah Dasrah, adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

c. Kepala Dasrah, adalah Kepala Dasrah Tingkat II

d. Dinas Pariwisata Dasrah, adalah Dinas Pariwisata
Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

e. Dinas Pendapatan Dasrah, adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Dasirah Tingkat II Sidoarjo ;

f. Pejabat vang ditunjuk, adalah Kepala Dinas

= Pariwisata Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Sidoarjo ;

g. Usaha Pemondokan, adalah suatu usaha dengan
menggunakan sebagaian atau seluruh rumah/bangunan
untuk pemondokan dengan pembayaran ;

h. Rumah Pemondokan, adalah rumah tinggal atau

f bangunan yang dipsrgunakan untuk usaha pamondokan;

’ i. Paengslola, adalah sstiap wairga Indonssia atau

badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Daesrah

! Tingkat II Sidoairjo, Yyang mengelola usaha

<:~ . pemondokan

=gl j. Pemondok, adalah orang yang menampati/menghuni

A ‘ rumah pemondokan dan tercatat dalam dattar
penghuni rumah psmondokan;

kK. Izin, adalah izin usaha pemondokan Yang
dikeluarkan o©lsh Kepala Dasrah atau pejabat vang

ditunjuk.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN

-t

Pasal
{1) Ssetiap usaha pemondokan di Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidoarjo harus mempsroleh izin dari

Kepala Daerah ;




N
St

~~
IS

~~
(3
S

£

Untuk mempercleh izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini, pengelola pemondokan harus

mengajukan permohonan ss&cara tertulis kepada

Kepala Daesrah dengan melampirkan persyaratan :

a. Keterangan identitas pengslola

b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (8ITU) ;

c. Surat peryataan tidak kebsratan dari pemilik
rumah bagi pengslola bukan pemilik rumah
pemondockan ;

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Pasal 2

Peraturan Daerah 1ini, berlaku selama usaha

dimaksud masih berjalan dan sstiap 3 {tiga)} Tahun

sekali harus daftar ulang

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak 1lain,

kecuali atas izin Kepala Dasrah ;

Izin tidak berlaku lagi apabila :

a. adanya perluasan rumah pemondokan atau

1,

penambahan Ramar ;
b. adanya peralihan hak atau penguasaan atas rumah
pemondokan ;

Izin Yang sudah tidak berlaku lagi harus
diperbaruhi dengan Ketsntuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Dasr ah ini.

a. Rumah pesmondokan permangn golongan A :
1. 1 s/d 5 Ramar tidur : Rp. 75.000,00C
2. & s/d 10 Kamair tidur : Rp. 100.000,00
2. lebih dari 1C kamar tidur : Rp. 150.000,0C
b. Rumah pemondokan permangn golongan B :
1. 1 s/d 5 kamar tidur : Rp. 50.000.,0C
2. & s/d 10 kamar tidur : Rp. 75.000,0C
Z. lebih dari 10 kamar tidur : Rp. 125.000,0C
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TERTIB PENGELOLA
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USAHA PEMONDOKAN
b ata

1r

<
+
<C
|

jawa
ruang

persyaratan kesshatan dan ketertiban lingkunga

berkaitan dengan usaha pemondokan
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Peraturan Daerah ini, atas pslangga
h
S

Pasal 10O

ncaman sebagaimana dimaksud dalam P

ayat (1) Pasal 2 Peraturan Dasrah i dapau
hukuman berupa pencabutan izin dan penutupan usaha
pemondokan.
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KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11
Selain olesh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal @2
eraturan Daesrah ini dilakukan olsh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daesrah, yang pengangkatannya ditetapkan
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan vyang

berlaku ;

aki
¥ eorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
e. mengambil 3idik jari dan memotret sesscrang
f. memanggil sessorang untuk didengar dan

g
diperiksa sebagai ts
tan

K rsangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan parkara ;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa terssbut
bukan merupakan tindak pidana dan sslanjutnya
melalui Penyidik Umum membaritahukan hal

tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
Keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vyang
dapat di tanggungjawab' n.

Pejabat Penyidik Psgawai Negeri Sipil membua

Berita Acara pada setiap tindakan tenta :

a. pemeriksaan tersangka ;

b. pemasukan rumah ;

c. o
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II.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDCARJIC
NOMOR 35 TAHUN 1996
TENTANG
SAHA PEMONDOKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM :

a u i a
Industri yang 1ingin berteampa tinggal sementara Kabupa
Sidoarjo.

Sshubungan dengan hal terssbut diatas, maka bag
endatang vang tinggal sementara ingin mendapatkan tempa
ementara {(tempat psmondokan). Hal ini olsh sebagi
nabupatan Sidoarjo dipargunakan untuk memenuhi K
akan penghasilan testap a
sampingan, sshingga usaha pemondokan samakin
Pemerintah Dasrah perlu untuk melakukan pengawasan dan penertiban
sarta mengatur perizinannya.

Dengan Peraturan Dasrah ini, diharapkan dapat meni
layanan Kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Dasrah serta
ucli"id""igi i e
pemondokan maupun Pemerintah Das
dan sesimbang
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas
huruf c : Tidak termasuk dalam pengsrtian ini

1. Asrama vang diselerugarakan oleh
Lembaga Peandidikan, Pondok Pesantren
dan Leambaga/Yayasan S5c3ial.

2. Yang hanya menampung pemondokan
sampai ssbanyak 4 {empat) orang
terhadap pengelola diwajibkan untuk
melaporkan kepada Kepala Desa/
Kelurahan.

huruf d : Termasuk dalam pengertian ini adalah
sebuah rumah tinggal vyang disawakan
untuk dihuni bersama.
huruf &, dan g : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Bagi yang belum/tidak memiliki Surat

Izin Tempat Usaha {(8ITU) harus

melampirkan :

1. Foto Copy IMB ;

2. Bukti pemilikan Rumah psmondokan ;

2. Surat penyataan tidak Kkesbesratan dari

tarnya
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